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ABSTRAK

Nama - Sandra Azelita Zahara
NIM : 02011281823476
program Kekhususan : Hukum Perdata

Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada
Pengguna Jasa Layanan E-Commerce Tokopedia

Perkembangan teknologi mendorong perubahan disetiap bidang kehidupan
manusia, seperti dalam bidang perdagangan. Dengan memanfaatkan kemampuan
teknologi kegiatan jual-beli dapat dilakukan dalam jaringan (jaringan) melalui
salah satu platform e-commerce. Transaksi melalui e-commerce mempunyai
resiko peretasan terhadap data pribadi pengguna yang dapat disalagunakan.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis bentuk
hubungan hukum diantara pihak dan mengetahui bagaimana perlinudungan
hukum yang diberikan kepada pengguna. Metode yang digunakan adalah
penelitian normatif. Hasil dari penclitian ini menunjukkan bahwa didalam e-
commerce Tokopedia menghasilkan berupa hubungan hukum perikatan yang
bersumber dari perjanjian. Dan perlindungan hukum yang diberikan untuk kepada
pengguna yang mengalami kebocoran data pribadi adalah bentuk perlindungan
hukum represif yaitu dalam hal ini pengguna diwakili oleh KKI mengajukan
gugatan ganti rugi dan pemerintah telah membentuk rancangan undang-undang
perlindungan data pribadi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum,Data Pribadi,E-Commerce.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0. mengalami
perkembangan yang pesat. Perkembangan teknologi digital ini tidak hanya
sekedar untuk mengikuti perubahan zaman namun dengan hadirnya teknologi
digital ini dapat mempermudah kegiatan masyarakat untuk memenubhi
kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020 melalui
Siaran Pers No0.149/HM/KOMINFO/11/2020 kementerian Komunikasi dan
Informatika bersama Siberkreasi dan Katadata menyatakan pada masa pandemi
covid-19 akses internet semakin cepat dan juga dapat menjangkau daerah yang
sulit dijangkau.® Yang membuat penggunaan teknologi digital semakin
meningkat. Pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia terus mengalami
kenaikan hingga 11% dari tahun 2020, dimana pada September 2021 jumlah
pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 Juta pengguna.’

Dapat dilihat hampir semua setiap sektor kehidupan memanfaatkan
perkembangan teknologi digital seperti dalam bidang perdagangan (e-

commerce),bidang transportasi, bidang pemerintahan (e-government), industri

! Siaran Pers No.149/HM/KOMINFO/11/2020, “Hasil Survei Indeks Literasi Digital
Nasional 2020” diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/30928/siaran-pers-no-
149/hmkominfo/11/2020-tanggal 17 November 2021 Pukul 19.03 WIB

? Pratiwi Agustini, “Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di
Internet”, diakses melalui https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-
perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/ tanggal 17 November 2021 pukul 19.35 WIB
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https://kominfo.go.id/content/detail/30928/siaran-pers-no-149/hmkominfo/11/2020-tanggal
https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/
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keuangan (e-payment), serta bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran
jarak jauh atau yang dikenal dengan daring (dalam jaringan).® Pengertian e-
commerce atau electronic commerce sendiri adalah transaksi perdagangan
atau perniagaan barang ataupun jasa dengan menggunakan media elektronik
seperti smart phone dan juga melalui suatu website yang dapat diakses di
manapun.

Pada umumnya dalam bidang perdagangan konvensional transaksi antara
pedagang dan pembeli harus bertemu secara langsung, yang dipertemukan di
suatu tempat yang dikenal dengan pasar, namun untuk perdagangan melalui e-
commerce pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung, tetapi
dapat memanfaatkan teknologi digital yang dihubungan melalui jaringan
internet. Internet merupakan singkatan dari interconnection networking yang
berarti hubungan berbagi dengan komputer yang membentuk sistem jaringan
yang mencakup seluruh dunia melalui jalur telekomunikasi yakni kabel
telephone.*

Dalam bidang perdagangan melalui media elektronik atau jual-beli secara
online di Indonesia pertama kali didirikan oleh Andre Darwis pada tahun 1999
yang diberi nama Kaskus yang menjadi cikal bakal dalam perkembangan E-
commerce di Indonesia yang kemudian diikuti oleh Bhinneka.com®. Kemudian
tahun 2005 mulai bermunculan perusahan-perusahaan startup seperti Toko

Bagus, Buka Lapak pada tahun 2007 serta marketplace lainnya yang

* Sinta Dewi, “ Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan
dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Jurnal UNS, Vol. 5, No.1, 2016. Diakses
pada tanggal 17 November 2021 Pukul 19.47 WIB, him.23.

* Abdul Hallim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik, Nusa Media, 2017, him. 15.

® TIM Ryusei, Sejarah Online Shopping Dari Masa Ke Masa, dikutip dari
https://ryusei.co.id/news/sejarah-online-shopping-dari-masa-ke-masa/ diakses 12 Januari 2022
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puncaknya pada tahun 2015. Saat ini terdapat beberapa e-commerce dengan
tingkat pengguna yang cukup tinggi diantaranya, Tokopedia, Shopee, Lazada,
dan Bukalapak.

Dengan hadirnya e-commerce ditengah kehidupan masyarakat yang
mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara,
hal ini dikarenakan dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan
jasa yang melintasi batas wilayah suatu daerah bahkan negara, sehingga barang
dan jasa yang ditawarkan lebih bervariasi dan mudah dijangkau.®

Dibalik dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian, penggunaan e-commerce atau teknologi informasi juga dapat
merangsang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Walaupun setiap
penyedia jasa e-commerce mempunyai jaminan kemanan, namun terdapat
celah bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan.
Jenis kejahatan ini disebut dengan cybercrime yaitu semua jenis kejahatan yang
melibatkan penggunaan perangkat internet.” Bentuk-bentuk kejahatan siber
yang sering terjadi dalam e-commerce adalah, pembayaran menggunakan kartu
kredit milik orang lain ( carding), akses ilegal ke sistem informasi (hacking),
perusakan website dan pencurian data pribadi.?

Di Indonesia sendiri, kasus peretasan data pernah terjadi pada e-commerce
Bukalapak beberapa waktu yang lalu dan Mei 2020 kasus peretasan terjadi lagi

pada e-commerce PT. Tokopedia dimana PT. Tokopedia mengalami kebocoran

® Sukarmi, Cyber Law : Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha,
Bandung : Pustaka Sutra, 2008, him. 2

’Abdul Wahid, Kejahatan Mayantara (cyber crime), Bandung : Refika Aditama, 2005,
him.39-40

8 TIM BPKN, “Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia”, dikutip dari
www.bpkn.go.id diakses 24 Januari 2022 pukul 14.23 WIB, him.2
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data pelanggannya sekitar 91 juta data pengguna akibat diretas oleh seorang
peretas yang kemudian data-data tersebut diperjualbelikan secara bebas di
halaman dark web seharga US$ 5000. Peretasan data milik Tokopedia ini
diketahui dari peretas Whysodank dengan cara membocorkan hasil peretasan di
forum Raid. Kemudian di hari yang sama Sabtu, 2 Mei 2020 muncul twittan
dari akun @underthebreach yang mengklaim bahwa akun tersebut adalah akun
layanan pemantauan dan pencegahan kebocoran data dari Israel. Melalui
cuitannya di twitter ia mengumumkan bahwa telah terjadi peretasan data
terhadap pengguna Tokopedia. Dalam cuitannya @underthebreach
menyebutkan terdapat 15 juta data akun yang diretas, data tersebut meliputi
user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, no handphone, serta
password yang masih tersandi.’ Adapun penyelesaian kasus peretasan terhadap
data pengguna PT. Tokopedia ini pihak konsumen yang dalam hal ini
diwakilkan oleh Komunitas Konsumen Indonesia atau yang dikenal dengan
KKI telah mengajukan gugatan terhadap PT. Tokopedia dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dengan nomor : 235/PDT.G/2020/PN.JK.PST/ dengan klasifikasi Perbuatan
Melawan Hukum. Putusan Hakim menyatakan menolak gugatan tersebut
dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Komunitas Konsumen
Indonesia (KKI) terhadap Kominfo dan PT. Tokopedia bukan kewenangan
Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

PT Tokopedia merupakan salah satu e-commerce yang memiliki jumlah

peminat yang cukup tinggi di Indonesia. Tokopedia didirikan oleh William

*https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499-553/kronologi-
lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual-diakses 24 Januari 2022 pukul 22.50 WIB
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Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 17 Agustus 2009 dengan misi
pemerataan ekonomi secara digital.'® Tokopedia bekerja sama dengan beberapa
perusahaan seperti Gojek yaitu perusahaan jasa yang bergerak dibidang
transportasi dan juga bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan secara
digital yakni Ovo dengan menggunakan akun yang sama.

Mengingat kembali data pribadi mempunyai nilai ekonomis yang sangat
tinggi bagi pemilik data pribadi tersebut. Maka dari itu perlu dipertimbangkan
kembali bahwa data pribadi merupakan salah satu asset yang harus dijaga
kerahasiaannya. Jika data pribadi tidak dijaga kerahasiaannya maka dapat
dipergunakan oleh oknum yang tidak mempunyai wewenang atau hak secara
hukum dan tidak bertanggungjawab yang dapat mengganggu keamanan,
kenyamanan dan keselamatan pemilik data pribadi tersebut.'*

Pemilik data pribadi atau pengguna jasa e-commerce merupakan seorang
konsumen. Sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 angka (2) Undang-
undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Konsumen adalah
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.’? Dan dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan
salah satu Hak dari Konsumen adalah Hak atas untuk kenyamanan, keamanan,

keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan atau jasa.

1% Cerita Tokopedia, dikutip dari https://www.tokopedia.com/about/our-story/ diakses
tanggal 24 Januari 2022 pukul 22.56 WIB.

"' Maznil Rifaat, Skripsi “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan
Data Pribadi Pelanggan Telkomsel”, 2020, him. 2.

2 Vide Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.



https://www.tokopedia.com/about/our-story/

Maksudnya adalah bahwa konsumen berhak atas rasa nyaman, aman dan
keselamatan pada saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang dan
atau jasa.

Di Indonesia sendiri regulasi yang terkait dengan perlindungan data
pribadi diatur didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi, Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 19
Tahun 2016, Peraturan Pemerintan Nomor. 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor. 71
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Pasal 28 D angka 1 dan Pasal 28 G angka 1 Undang-undang Dasar Republik
Indonesia tTahun 1945. Dan untuk aturan khusus yang mengatur tentang
perlidungan data pribadi masih berada dalam tahap rancangan yang dikenal
dengan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang disingkat
dengan RUU PDP.

Mengingat belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang
perlindungan data pribadi maka dalam hal ini peran pemerintah sangat
dibutuhkan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang
perlindungan data pribadi supaya masyarakat dengan kata lain konsumen
merasa bahwa haknya untuk mendapatkan jaminan atas hak keamanan,
kenyamanan, perlindungan dan kepastian kepastian hukum terlaksana

sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 4 huruf a Undang-undang no. 8



Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 28 D angka 1 dan
Pasal 28 G angka 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik dan ingin
mengetahui lebih lanjut tentang “Perlindungan Hukum  Data Pribadi
Konsumen Pada Pengguna Jasa Layanan E-commerce Tokopedia”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan formulasi dari suatu permasalahan. Maka
dengan itu rumusan masalahh harus sesuai dan memiliki hubungan dengan
pembatasan masalah yang dikaji dalam bentuk pertanyaan.*®

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan maka
penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas dengan menguraikan
melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum antara Pengguna Tokopedia
(Konsumen) dengan PT. Tokopedia dalam kasus peretasan data pribadi?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna tokopedia (konsumen)
yang mengalami peretasan data pribadi menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia?

“ Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Jakarta : Raja Grafindo, 2017,
him. 34.



C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

menganalisa lebih dalam atas rumusan masalah yang telah dikemukakan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hubungan hukum yang
terjadi diantara Pengguna Tokopedia dengan PT.tokopedia dalam kasus
peretasan data pribadi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum
terhadap pengguna jasa Tokopedia yang mengalami peretasan data pribadi
menurut peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan
gambaran baik secara teoritis maupun secara praktis kepada para pembaca.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berasal dari pembahasan sesuai

dengan rumusan masalah. Adapun manfaat teoritisnya adalah sebagai

berikut :

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan
pembaca dalam perkembangan hukum keperdataan yang berkaitan
dengan hukum perlindungan konsumen terutama pengguna jasa layanan
e-commerce.

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengkaji

suatu masalah dengan topik yang sama dengan skripsi ini.



2. Manfaat Praktis
Selain memiliki manfaat teoritis, penulisan karya ilmiah ini juga
mempunyai manfaat praktis yaitu manfaat dari penelitian yang berkaitan
dengan pemecahan masalah. Adapun manfaat praktisnya adalah sebagai
berikut :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap
PT.Tokopedia selaku pihak penyedia jasa layanan untuk meningkatkan
perlindungan keamanan kerahasiaan data pengguna dari kejahatan siber
dan untuk meningkatkan rasa kepercayaan konsumen dalam
menggunakan barang atau jasa pada layanan E-commerce PT.Tokopedia.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman
kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini terkhusus kepada
konsumen atau pengguna jasa layanan e-commerce mengenai pentingnya
perlindungan atas data pribadi konsumen sehingga masyarakat selaku
pengguna layanan e-commerce dapat meningkatkan rasa kehati-hatian
dalam menggunakan jasa pada layanan tersebut.

D. Ruang Lingkup
Dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Data Pribadi
Konsumen pada Jasa Layanan E-commerce Tokopedia. Pembahasan Dalam
tulisan ini  dibatasi pada kontruksi hubungan hukum yang terjadi antara
pengguna tokopedia yang disebut dengan konsumen dengan pihak
PT.Tokopedia sebagai penyedia jasa e-commerce. Serta bentuk perlindungan
hukum terhadap konsumen yang mengalami peretasan data pribadi yang dilihat

dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
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E. Kerangka Teori

Istilah kerangka teori juga disebut dengan landasan teori. Yaitu berisi
tentang teori-teori hukum vyang akan digunakan dalam melakukan
penelitian.**Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.) Teori Perikatan
Secara umum perikatan diatur didalam buku ketiga KUH Perdata.
Namun, tidak ada definisi secara khusus apa yang dimaksud dengan
perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata perikatan dapat
timbul akibat adanya perjanjian dan dapat timbul karena undang-undang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa
perjanjian dapat menimbulkan perikatan bagi para pihak yang
melaksanakan perjanjian. Menurut Subekti perjanjian merupakan
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak
berhak atas suatu hal dari pihak lain, dan pihak lainnya berkewajiban
untuk memberikan hak tersebut.® Sedangkan menurut Sudikno
Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang
menimbulkan akibat hukum bagi dua pihak atau lebih yang berpatokan
pada syarat sah perjanjian yang pertama yaitu kesepakatan. Sehingga jika
kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dilanggar atau prestasi salah
satu pihak tidak terpenuhi maka ada akibat hukum atau sanksi bagi pihak
yang melanggarnya.’® Prestasi adalah hak dan kewajiban bagi para pihak

yang harus dilaksanakan.

* Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, Yogyakarta :
Suaka Media, 2015, him.44.

1> Subekti Rahardjo, 2007, “Hukum Perjanjian”, Jakarta : Intermesa, him.1.

16 Sudikno Mertokusumo, 1986, “Mengenal Hukum”, Yogyakarta : Liberti, him. 103.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian
dikatakan sah apabila telah memenuhi empat (4) syarat sah nya perjanjian
yaitu :

a.) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

b.) Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian;

c.) Adanya objek tertentu, yakni objek yang diperjanjikan;
d.) Klausa yang halal;

Setelah terpenuhinya seluruh unsur ketentuan pada Pasal 1320 KUH
Perdata maka perjanjian antar pihak dinyatakan sah dan mengikat para
pihak, serta berlaku sebagai undang-undang sebagaimana yang dijelaskan
pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu, setiap perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perikatan juga dapat timbul karena undang-undang. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata menerangkan bahwa perikatan dapat
lahir karena undang-undang saja dan dari undang-undang sebagai akibat
perbuatan orang. Sedangkan pada Pasal 1353 KUH Perdata diterangkan
bahwa perikatan yang timbul akibat undang-undang dibagi menjadi
perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan manusia yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perikatan
yang lahir dari undang-undang dari perbuatan manusia yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dengan kata lain melawan

hukum.!” Teori perikatan ini digunakan untuk menganalisis dan menjawab

YGunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2005, “Perikatan Yang Lahir Dari Undang-
Undang”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, him. 6
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rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan hukum
antara pengguna e-commerce tokopedia dengan pihak PT. Tokopedia.
2.) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan atas
hak-hak yang diperoleh sebagai individu dan badan hukum selaku subjek
hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum, persamaan
dihadapan hukum (equality before the law) yakni setiap orang mempunyai
kedudukan yang sama, sehingga undang-undang harus memberikan
perlindungan kepada semua pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam
pasal 1 angka (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Artinya
perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam Negara hukum.
Sebab perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap harkat dan
martabat warga negaranya sebagai subjek hukum yang harus dijamin atas
hak-haknya.'® Pada pasal 28 D angka 1 disebutkan bahwa setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. *°* Kemudian didalam
pasal 28 G angka 1 juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda

dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

8 Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau
Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.4.No.1.,Maret 2016,
Diakses melalui https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356/342 28 Januari
2022 ,pukul 20.54WIB, him.55.

 Vide Pasal 28 D angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.



https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356/342%2028%20Januari%202022
https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356/342%2028%20Januari%202022
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ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.?

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum didefinisikan
sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh
orang lain, yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-
haknya secara hukum, sebab hukum sangat diperlukan bagi masyarakat
yang secara social,ekonomi dan politiknya berada pada tingkatan yang
lemah dan tidak cukup untuk memperoleh keadilan.?*

Sedangkan menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan
kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan menyeleraskan
nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan
untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat antar
sesama manusia.?> Muchsin juga berpendapat bahwa perlindungan hukum
adalah bentuk untuk melindungi subyek hukum melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan cara dipaksakan dan jika
dilanggar akan dikenakan sanksi. Bentuk perlindungan hukum itu ada dua
macam yaitu :

a.) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum
yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya
pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif ini berupa

peraturan perundang-undangan.

?°Vide Pasal 28 G angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

?! Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual-Beli, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020, him.206.

? Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta :
Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, him.14.
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b.) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang

dilakukan pemerintah setelah terjadinya suatu pelanggaran dan

sengketa dengan cara memberikan sanksi berupa penjara, denda dan
hukuman tambahan lainnya.

Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan dan
menjawab rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum bagi
pengguna yang dalam hal ini ialah konsumen pada saat terjadi kebocoran
data pribadi pada e-commerce tokopedia.

Teori Kepastian Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud
dengan kepastian adalah suatu perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan atau
ketentuan.?® Hukum secara hakiki harus adil dan pasti.

Menurut Hans Kelsen hukum merupakan suatu sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan pada aspek das sollen atau
seharusnya yang berisi tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah
produk dari perilaku manusia yang sadar akan aturan, yang menjadi
pedoman atau acuan dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan adanya aturan tersebut dapat menciptakan kepastian hukum.?*

Menurut Utrecht kepastian hukum dibedakan menjadi dua vyaitu,
pertama norma yang bersifat umum. Norma ini berisi perbuatan apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu. Kedua, kepastian hukum

sebagai keamanan hukum, maksudnya adalah dengan adanya norma yang

# Dikutip dari “ Kamus Besar Bahasa Indonesia” versi online/daring (dalam jaringan),

diakses melalui https://kbbi.web.id/pasti/ pada Senin, 07 Februari 2022, pukul 20.18 WIB.

** Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana : Jakarta, 2008, him.158.


https://kbbi.web.id/pasti/
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bersifat umum tadi individu dapat mengetahui apa saja yang dapat
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap satu individu.?

Kepastian hukum adalah jaminan hukum yang meliputi keadilan.
Aturan-aturan yang memajukan keadilan harus bersungguh-sungguh dalam
menjalankan fungsinya sebagai aturan yang ditaati. Gustav Radbruch
menyatakan keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari hukum. Menurutnya keadilan dan kepastian hukum harus
diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi menciptakan keamanan
dan ketertiban Negara. Sehingga hukum positif harus ditaati. Menurut teori
kepastian hukum nilai yang ingin diwujudkan adalah nilai keadilan dan
kebahagiaan.”®

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari dengan cara menganalisis satu atau beberapa gejala hukum.
Penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-
fakta hukum dengan tujuan akhir dapat diupayakan pemecahan atas
permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.”’
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian

normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif adalah jenis

* Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti :
Bandung, 1999, him. 23.

2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta :
Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, him. 95.

%7 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum :Normative dan
Empiris, Depok : Prenadamedia Group , 2018, him.16.
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penelitian hukum yang didasarkan pada asas-asas hukum, sistematika
hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah
hukum.? Penelitian normatif dikenal juga dengan penelitian kepustakaan.
2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yang
pertama, pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu
penelitian ini  mengutamakan peraturan perundang-undangan dalam
penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Kedua, pendekatan
konseptual (conseptual approach) adalah pendekatan dengan memberikan
sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum
yang dilihat dari konsep hukum yang melatarbelakangi, dan bias dilihat juga
dari nilai-nilai yang terkandung penormaan sebuah peraturan yang berkaitan
dengan konsep yang digunakan.?

3. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan
dan data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data pokoknya.
Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari hukum

formil yang berbentuk tertulis yang digunakan untuk mengkaji

%8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, him. 119.

2 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Surabaya : CV Jakad Media
Publishing, 2020, him. 89.
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persoalan hukum®® mengenai Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Pengguna Jasa Layanan E-commerce Tokopedia bahan hukum berupa :

1.

2.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (yang diubah dengan Undang-undang

No.19 tahun 2016).

. Peraturan  Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik.

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun

2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem

Elektronik.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum digunakan untuk membantu

menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terdiri

dari literature hukum, pendapat para ahli (doktrin), karya tulis ilmiah

maupun website-website yang terkait dengan topik penelitian yang

sedang dibahas.

*® Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 1, Yogyakarta : CV Budi Utama,

2019, him. 62.
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c.) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk
membantu menafsirkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum.
. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik
penelitian kepustakaan karena didasarkan pada jenis data sekunder. Hal ini
bermaksud untuk mengumpulkan dengan cara menelaah dan dianalisis
sumber bahan-bahan hukum yang menunjang penulisan skripsi ini.
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi bahan
hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, membaca buku-
buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang
sedang diteliti.
. Teknik Analisis Bahan Hukum
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data
kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis bahan hukum
dengan cara menguraikan data-data yang telah dikumpulkan yang disusun
menjadi satu kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan dalam
memahami permasalahan yang diteliti.
. Teknik Penarikan Kesimpulan
Tahap akhir dalam sebuah melakukan penelitian adalah membuat
kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis dalam menarik kesimpulan
menggunakan metode cara berfikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan

dari hal-hal umum untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus.
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